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Lindungi Anak Dari Pengaruh Buruk Digital

DPR Minta Lemhay

a Pendidikan

Ikut Aturan Pembatasan Medsos

Peraturan Permerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang
Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam
Pelindungan Anak (PP Tunas) berlaku mulai Sabtu
(28/3/2026). Lembaga pendidikan diminta segera
menyinkronkan kebijakan pembatasan medsos untuk
membentengi siswa dari dampak negatif algoritma.

ANGGOTA Komisi X DPR
Abdul Fikri Fayib mengatakan,
implementasi PP Tunas me-
merlukan kesiapan mental dan
kompeiensi wenapa pendidik.
Karena ibe, para pura dimgatkan
tidak Jagi menppunakan alasan
perbedaan generasi alau gagap
teknolopi (raptek) untuk meng-
hindari tanggung jawal peng-
avvirsan ahlivilas digilal siswa.

" Tanggan sarnpai dengan alasan
sty canten dulu, enpgak bisa
bugilu sekarang. karena barms
semmanya dikenalkan, harus
akral dan hisa '
kata Fik :
akbhir pehan lalu,

Untuk itu, Fikri meminta
lembaga pendidikan sepgera
menyinkrunkan kebijakan pem-
batasan medsos. Hal ini sebapai
langhkah krusial agar chkosistem
pendidikan tidak hanya menjads
penonton, wtapi menjadi garda
terdepan dalam literasi digital
masional.

Diia menyebul, ada liga poin
ulama sinkronisasi yang harus
dilakukan lombaga pendidikan,
Pertara, puru sebagai fasilitator
Titerasi. Teoaga pendidik wajib
encpiat ki pernbekalan intensil

mienpenai keselamatan digital un-
tuk membimbing siswa membe-
dakan konten posit] dan segatil,

Beethua, revitalisasi guro Bim-
bingan Konseling (BR). Peran
gurn BE barus diperluas unluk
e

mengubah pola piki
sekalar konsumen pasifalgoriima
mengali krvatue kuontes yang be-
rucika dan produktil,

Diketabmi, atoran leknis dalam
Peraturan Menleri Komunikasi
dan Dipital (Permenkumdipi
Mumar 9 Tahun 2026 menyasar
platform berisiko Gnppi s
YouTube, TikTok, Instagr
hingpa Roblox, Mereka di-
minta melakukan penonakeilan
akun anak di bawab 16 tahun
secara bertahap mulai Saliu
(28/3/2026).

Fikri menilai, regulasi ini
adalah bentuk kehadivan negara
untuk menyeimbanghkan kekat-
an melawan miliaran baris kode
alparitma vang dirancang mera-
han perhatian anak. Pemerintah
hadir apar orang wa tidak lagi
Dertarung sendivian menghadapi
kekuatan alporitma. "Sekalah

Abdul Fikri Fagih

Jupa haros menjadi pusal koo
sullasi | siswa yany meng-
alami ancaman di ruang siber
harap politikus PES ini.
Meskipun kebijakan ind akar
menutup pintu depan akses
anak pada platform berisiko,
Fikri mengingatkan literasi
al tetaplah senjats ulama.
"Jadi sekalah dan puro harus
jaci fasilitaior Jiberasi

1
th pemilibiae
ftlerpral] Jawar Tengaby {Jateng) ini.

Anpgota Komisi [ DPE Ame.
lig Anppraini menambahkan,
penerapan Peraturan Menteri
Rurmumikasi dan Digital {Permen-

Tegislator asal dag

Jurmat (2

Eonnudiggi] Moo & Tabun 2026 se-
bratgzaai aitvraan turunsan dari PP Tunas
tidak bisy ditunda, Keliakan ita
dinlai krustal untuk melindungi
anath dari burbagai msiko di ruang
cligsitial vang kian koeeploks,

“PP Tunas itu mendesak
dilierlakukin. Namun, repulasi
ini belum cokup kalau peng-
avasan, audil kepatuban, dan
pronegakan sanksinva lidak
berjarlan egas i lapangan,” ujar
Armwlia dalam keleranganoyva,
2026).

Amelia memandang regulasi
tersebul sudah berada di jalur
vang lepat, Sebab m
pEnEatran. vy i us
sifikasi prodil risiko. 1
prmbatasan akun anak berdasar-
kan kelompok umurn, Namun,
elekiivitas kebijakan ini sangat
berpantung pada pengawasan
vang kelal serta pencgakan
aturan di lapangan

"Tanpa pengawasan dan pe-
ewegaban yanp kuat, penerapas PP
T ililkhenwantic kan bekarn marmgn
nenaals kelutuhan pedindurgzan
artk dan remiga secars optinal.”
Eartas politikass Masdern ind.

o menilai PP Tunas menjadi
mumesturn peating karena negara
tidak boleh gt eembiarkan anak
miasuk ke ruang digital berisiko

c51

tingpi tanpa peelindungan vang

mrrtaad. " Jadi barus dipabemi ing
sl ik awal penataan, bukan
graris akhin," tandasnya.

Terkail batas nsia 16 tahun,
Amelia menjelaskan ketentan

lersebut pecu dililial sebapai
bentuk kehati-batian dan jan-
pan dibaca sekadar sebagai
anpka administratil. Alasannya,
layanan jejaring dan medsos
dlalam aturan ing dikalegorikan
sebagal layanan berisiko linppi.
“Ing untuk melindungi anak
dari interaksi berisiko. paparan
konten berbabayva, ancaman data
prilsali, dar ad pital,” Kata
legislator dari dapil Jateng ind.

Selain ilu, i menyoroti ke-
stapan Pemnerintah dan platform
digital vang dinilai belum me-
ralan. Karena sebagian plaform
seperti X telab mulai menyesuai-
kan kebijakan dengan menaik-
ke bt vasia minimun menjadi
16 tabun serta menonaklikan
akun vang lidak memenuhi
keteriuwan, Namun, Pemerintah
masih memmggn respons dan
langkaby kombret dari Penyeleng,
gara Sistem Elekivonik (PSE
lainnya. " Artinya. implementasi
ini masih menjadi vjian kepatu-
han,” ujemya.

Lebib lanjul, fameminta -
kah kumbret agar kebijakan ini
benae-benar efekil. Caranya
melalui pengawasan herbasis
andit kepatulian yang iransparan
dan dapal dinji publik. Karena
itu, peran DPR penting untuk
memastikan PP Tunas tidak
lerhenti sebagai dukurmen regu.
lasi semmata, " Tapd benar -benar
menjadi sistern perlindungan
anak yang berjalan efekiif,"
luiupmya. mTIF
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